
  
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) 

Vol.3, No.2 Juni 2024 
e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 315-321 

DOI: https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3813             
 

Received Mei 07, 2024; Accepted Juni 03, 2024; Published Juni 30, 2024 
* Salomo, salomolomo46668@gmail.com               

 
 
 

Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas 

Dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja 

 
Salomo1, Swanis2, Aldy Mubarǫ3, Abdul Muhajir4 

fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia 
 

Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,  

Kalimantan Timur 75119 
Email Korespondensi: salomolomo46668@gmail.com 

 
Abstract Limited Liability Companies (PT) are legal entities that have an important role in the modern economy. 

This research aims to analyze the responsibilities and legal position of PT in the Limited Liability Company Law. 

Through a descriptive-analytical approach. First, this research reviews the regulations governing PT 

organizational responsibilities, which include the separation between ownership, management and legal 

responsibilities. Second, this research discusses the legal position of limited liability companies The research 

results show that PT plays a key role and responsibility in increasing economic growth and providing legal 

protection for stakeholders. Careful and comprehensive regulations are needed to ensure that HEIs operate 

ethically, transparently and in accordance with sustainability principles. The implication of this research is the 

importance of a deep understanding of PT regulations for legal practitioners, entrepreneurs and other 

stakeholders to create a stable and sustainable economic environment. 
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Abstrak Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas hukum yang memiliki peran penting dalam perekonomian 

modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan kedudukan hukum PT dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas. Melalui pendekatan deskriptif- analitis. Pertama, penelitian ini mengulas regulasi 

yang mengatur tanggung jawab organisasi PT, yang mencakup pemisahan antara kepemilikan, manajemen, dan 

tanggung jawab hukum. Kedua, penelitian ini membahas kedudukan hukum Perseroan terbatas Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PT memainkan peran kunci dan tanggung jawab dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan memberikan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Regulasi yang cermat dan komprehensif 

diperlukan untuk memastikan bahwa PT beroperasi secara etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

keberlanjutan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang mendalam tentang regulasi PT bagi 

praktisi hukum, pengusaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang 

stabil dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU cipta kerja,tanggung jawab 

 

PENDAHULUAN 

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk bisnis yang paling umum 

digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai struktur hukum yang memisahkan 

kepemilikan, manajemen, dan tanggung jawab hukum, PT memiliki peran yang penting dalam 

perekonomian modern. Di Indonesia, peran dan regulasi PT diatur melalui Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, yang bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan, dan operasional 

PT, serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Kedudukan dasar hukum 

Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 20072. Selain 

itu, Pemahaman yang mendalam tentang peran dan regulasi PT dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas sangatlah penting bagi berbagai pihak, termasuk pengusaha, investor, 
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pemerintah, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman yang baik tentang struktur dan fungsi 

PT, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, diharapkan PT dapat berkontribusi secara 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. 

Dengan demikian, melalui analisis terhadap peran dan regulasi PT, diharapkan tulisan ini dapat 

memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca dalam memahami bagaimana tanggung 

jawab perseroan terbatas serta kedudukan hukumnya di Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah sebagaimana disebutkan diatas, penulis 

membahas penelitian hukum secara normatif dengan studi kepustakaan dan aturan yang 

berlaku di Indonesia. Metode penulisan penelitian ini, mempergunakan metode penulisan 

secara normatif dengan memerhatikan data-data empirik sebagai faktor pendukung yang 

dipaparkan secara yuridis normatif (Soemitro, 1982).  

PEMBAHASAN 

1.1 Tanggung jawab perseroan Terbatas 

Pada pasal 1 ayat 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal, bahwa pada prinsipnya yang bertanggung jawab 

terhadap pihak ketiga dalam hal suatu korporasi apabila dalam kerugian, kepailitan, atau 

likuidasi adalah korporasi itu sendiri. Artinya apabila korpirasi mengalami kerugian, kepailitan 

atau likuidasi yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, korporasilah selaku entity 

(melalui pengurusnya) yang pertama kali diminta pertanggung jawaban. 

Pada penjelasanya, UU Cipta Kerja memberikan menjawab dengan penjelasan di dalam klausa 

Pasal 153 J ayat (1)3 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab secara pribadi mengenai 

perikatan yang dilaksanakan atas dasar nama perseroan serta tanggung jawab mengenai 

kerugian perseroan yang melebihi Pada penjelasanya, UU Cipta Kerja memberikan menjawab 

dengan penjelasan di dalam klausa Pasal 153 J ayat (1) yang menjelaskan bahwa tanggung 

jawab secara pribadi mengenai perikatan yang dilaksanakan atas dasar nama perseroan serta 

tanggung jawab mengenai kerugian perseroan yang berlebihan Pertanggung jawaban Terbatas 
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pemegang saham Perseroan Perorangan dapat ditemui pada Pasal 153 J UU Cipta Kerja yang 

menjelaskan bahwa “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak 

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki” 

 

1.2 Kedudukan Perseroan terbatas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40  

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

1. PT memiliki hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. 

Dengan kata lain, Perseroan Terbatas (PT) diakui sebagai badan hukum yang independen dan 

terpisah dari individu atau entitas lain yang menjadi pemiliknya. 

2. Salah satu karakteristik utama PT adalah keterbatasan tanggung jawab para pemegang 

sahamnya. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang telah 

disetor, kecuali ada peraturan yang menyatakan sebaliknya. Ini berarti jika PT mengalami 

kerugian atau memiliki utang yang tidak bisa dibayar, pemegang saham tidak 

akan dituntut untuk menyumbang dari aset pribadi mereka untuk menutupi defisit tersebut. 

3. UU PT mengatur struktur organisasi PT, termasuk mengenai organ perusahaan seperti 

direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham. Setiap organ perusahaan memiliki 

fungsi dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang. 

4. PT diatur berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun 

sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kedua dokumen ini adalah dasar hukum yang 

mengatur pendirian, struktur, dan operasional PT. Anggaran dasar menetapkan struktur dan 

kewenangan perusahaan secara umum, sedangkan anggaran rumah tangga memberikan 

pedoman pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam PT tersebut. 

5. UU PT memberikan kewenangan kepada manajemen PT untuk mengelola perusahaan 

sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, kewenangan dan 

tanggung jawab manajemen PT sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan. 

6. UU PT menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PT. 

Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi yang relevan 

kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Dengan menekankan pentingnya 

transparansi dan akuntabilitas, UU PT bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, 

mengurangi risiko penipuan atau manipulasi informasi, serta mempromosikan praktik bisnis 

yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. 
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7. UU PT juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan 

memberikan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mengajukan 

pertanyaan dalam rapat umum pemegang saham, dan hak untuk melakukan gugatan terhadap 

tindakan yang merugikan kepentingan mereka. Perlindungan terhadap pemegang saham 

minoritas ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam struktur perusahaan dan 

mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini juga membantu membangun 

kepercayaan investor dalam pasar modal. 

1.3 Kedudukan Perseroan terbatas dalam undang undang cipta kerja pasal Pasal 153 J 

Salah satu bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 153 J6, mengatur Perseroan Terbatas 

(PT). Pasal tersebut menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 

akta pendirian dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Secara umum, Pasal 153 J menegaskan posisi hukum PT sebagai badan hukum 

dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum. Ini mencakup segala aspek 

terkait dengan pendirian, pengelolaan, dan pembubaran PT sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Anda dapat melihat Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku secara keseluruhan 

untuk informasi lebih lanjut. Kenaikan perekonomian Indonesia sejalan dengan pertumbuhan 

UMKM. Melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Perihal ini membuat Pemerintahan 

mempertimbangkan perkembangan beserta permasalahan regulasi, salah satunya adalah 

melalui pembentukan Omnibus Law. Konsep Omnibus Law memberikan alternatif 

pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak serta 

tumpang tindih. Omnibus law adalah undang-undang yang merubah serta mencabut berbagai 

Pasal dalam berbagai undang-undang. Jadi, Omnibus Law merupakan sebuah konsep 

pembentukan undang-undang yang mencampurkan sebagian ketentuan yang akar 

pengaturannya berlainan, menjadi suatu peraturan utama yang berfungsi sebagai payung 

hukum (Safitri, 2020) UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum pendirian 

Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT. Berdasarkan hasil 

penelitian penulis, berikut ini akan dikaji poin-poin penting terkait hal tersebut, yaitu: Pertama, 

terkait pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 UUPT telah diubah oleh Pasal 109 

angka 2 UU Cipta Kerja. Perubahan pada pasal tersebut menyatakan bahwa Perseroan didirikan 

oleh 2 (dua) orang/lebih melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya 

pengecualian terhadap ketentuan yang memberikan kewajiban bagi Perseroan didirikan oleh 2 

(dua) orang/ lebih juga diubah dengan menambahkan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk 
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UMK. Hal tersebut seiring dengan semangat yang diusung untuk kemudahan berusaha 

khususnya bagi UMKM7. 

 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas hukum yang memiliki signifikansi penting dalam 

dinamika ekonomi modern. PT memainkan peran esensial dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan memberikan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Tanggung 

jawab PT diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa PT 

bertanggung jawab secara hukum dan finansial kepada pihak ketiga. Pemegang saham hanya 

bertanggung jawab sampai pada batas jumlah modal yang telah mereka setorkan. Kedudukan 

hukum PT diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mengakui PT sebagai badan 

hukum yang mandiri dan terpisah dari individu atau entitas lain yang menjadi pemiliknya. Hal 

ini memberikan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Pemahaman mendalam 

mengenai peran dan regulasi PT, termasuk tanggung jawab dan kedudukan hukumnya, sangat 

krusial bagi berbagai pihak seperti pengusaha, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. 

Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan 

lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

 

SARAN 

Pentingnya meningkatkan pemahaman mendalam tentang peran dan regulasi Perseroan 

Terbatas (PT) di kalangan pengusaha, investor, pemerintah, dan masyarakat umum melalui 

sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan yang komprehensif sangatlah mendesak. Pemerintah 

perlu menjaga kebijakan dan regulasi yang jelas, transparan, dan komprehensif terkait PT untuk 

memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan serta mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik PT 

diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, terutama dalam aspek 

tanggung jawab hukum dan keuangan. Disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam 

mengenai dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kedudukan hukum dan tanggung 

jawab PT di Indonesia, guna memberikan wawasan baru dan rekomendasi untuk 

penyempurnaan regulasi yang ada. 
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Menjalin sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum sangat penting dalam 

mengembangkan pemahaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan PT yang berorientasi pada 

prinsip-prinsip keberlanjutan. 
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